WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA HENDARI

NOMOR #% TAHUN 2023

TENTANG

FERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Menigingat

KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA XKENDARI,

+ a bhahwa =esual ketentuan Pasal 317 ayat (Il Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemérintahan
Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangsn Daersh,
Kepala Daerah wajb menga jukan Rancangan Peraluran
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan den
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRED} umtuk  memperoleh  Persetujuan
Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke
dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prieritas
dan plafon anggaran sementara yang telah discpakati
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal
28 Bulan Agustus Tahum 2023;

bahwa  berdassrkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a dan hurul b, perlu
menetapkan Peraturan Dasrah tentang Perubahan
Angppran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari
Tabun Anggaran 2023;

Pasul 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republikx Indonesie Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995  tentang
Pemmbentukan Kotamadya Daerah Tingkar T Kendan
[Lembaran Negara Republit I[ndonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoanesia Nomor 3602);



o

10,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang- Undang Nomer | Tabhun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
Undung-Undan g Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lermbaram Negara
Republlk Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2011 tentang
Pemmbentukan Peratuiran Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Repuhlk indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 05234) sebhagaimana telah diubah
dengan Undang-Uindang Nomer 13 Tahun 2022 tentang
Pcrubahan Kedua ates Undang-Undang Nemor 12
Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lemberan Negara Republik
Indanesiy  Tabhun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomar 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerimtahan Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republis I[ndonesia DNomor 5587)
sebagaimana tclah beberapa kali diubah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Peneluspan  Peraturan Pemenntah Penpganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomoer 6836);
Undang-Undang Neomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 8757}

Peraturan Pemerintabh Nomor W09 Tahun 2000 tentang
Eeduduken Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200 Nomeor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4028},

Peraturan Pemerntah Nomer 23 Tahun 2005 rentang
Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan Umnum
{Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia MNomor 4502) sebagaimona telah diubah
dengan Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 7¢ Tahun 2012 tentang Perubzhan Pearaturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeinlasn
Kenangan Badan Layanan Umam (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3404



1.
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Dune  Perurbangan  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomar 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4573);
Peraturan Pemeriniah Neomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masysrakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemmeriah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Paolitik (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tabun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lernbarant Negara Republik Indonesia Nomor 49732),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2018
tentang Perubahan Kedus atas Peraturan Pemerintah
Noator 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kcuangan
Kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor |, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177)

Feraruran Pemerimah Nomor 33 Tahun 2018 tenlang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemenntah Pusat (Lembaran Negera Republik
Indonesie  Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §224),
Peraturan Penrerintah Momer 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 )
Peratran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaarn dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomer 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuno 2017 teniang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
lLembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 6057
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintahh Nomor 1 Tahun 2023 rentang Peruhahan
atas Peraluran Pemerntah Normor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuanpan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6
Tamhahan lLembaran Negara Republik Indeonesia Nomor
0847},

Perataran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangzn Daerah  (Lembaran Negara
Repubiik Indenesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam DNegen Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Gwra Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah, Rancangan  Peraturan  Dasruh  Lentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancang:an  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepaia Daerah tentang
Penjabarun  Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {Berita Negara Repubhk Indanesia
Tahun 2021 Nomor 4.31);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah ({Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754

Peranuran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Talman 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
scbagalmana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor
&) Tahun 2015 teniang Pembentukan Produk Hulum
Dueraly {Berita Negara Republik Indont¢sia Tahun 2018
Nomor 1537}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor £2 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Polaksanaan dan  Pertangrungjawaban Dana
Operajonal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 30 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitiingan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah, dan Tertib
Adrinistrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungawaban Penggunazn Bamuan Keuangan
Partal Politik (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) scbagaimana telah diubah dengan
Peralurati Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Mentert Dalam
Negeri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalarm Anggaran
Pendapatan dan Belanja  Daerah, dan Tertib
Adminisiras! Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 17777;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanta Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972}
Peraturan Mentem Dalam Negeri Momor 77 Tabun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daecrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor
1781);

Perat:lur:;m Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara FEvaluasi Rancangan Peraturan
Daerali tentang Perubahan Anggaran Pendapstan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepata Daerah




tentang Penjzbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dann Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomer 431},

27. Peraturan Daerah Kota Kendarl Nemor 28 Tahun 2017
tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administrarif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daeruh Kola Kendari (Lembaran Daersh Kota Kendari
Tghun 2017 Nomor 28 sebagaimana telah diubah
beberapa lkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomeor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 28
Tahun 2017 tentang DBesaran [lak-Hak Keuangan dan
Adminigtranf Pimpinan dan Anggara Dewan Perwakilan
Rakvar Daerah Kota Kenmdari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2021 Normor 38);

28, Peraturan Deerah Kota Kendari Nemor & Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Kendarr Tazhun 2007-2022 (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8}

20, Peraturan Daersh Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Keota Kendari Tahun 2020 Nemor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
HKOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peratiirsn Daerah ini yang dimaksud dengan :

L
2.

B

tn

Daerah adalsh Kota Kendari.

Pemerintah Daerzh adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
sehagal unsur penyelenggara  pemerintshan  Dagrah  yang
memimpint pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintan Kota Kendari.

Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perazbgkat daerah pada Pemerintah Dacrah
vang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Anpecaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjumya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yarg
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembiayanf: Daerah adalah semua penerimsan yang perla
dibayar kembali danfatau pengeluaran vang akan diterima




kembali, bajk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahrun-tahun anggaran berikumya.

7. Sisa Lebin Perhitunpgan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran,

8 Surplus Anggaran Daerah adalah  selisth  lebih  antara
Pendapatan Daerah dan Bclanja.

g, Defisit Anpgaran Daerah adalah selisih  kurang antara
Pendapatan Daerah dun Belanja Daerah.

10, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerab yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 {satu) tohun anggaran.

11. Penerimaan Daerah adalah Uang yvang masuk ke kas Daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kes Daerah.

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah miai kekayaan bersih dalam periode tabun
anggaran berkenaan.

14. Pinjaman Daerah adalah sermua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima scjumlah uwang atau menerima manfaat yang
bernilal uang dari pihak lain schingga Daerah tersebut dibeban:
kewupban untuk membayar kembali,

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.

2} APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023
semla sebesar Rp.1.358.235.942.749,00 bertambah/
jberkurang} sebesar Rp, 233.246645.761,00 terdii atas
penidapatan daerah, belanja dacrah, dan pembiayzan dacrah
dengan rincmn sebagal berikut !

l. Pendapatan Daerah
a. Semyla Rp. 1484.020.985.157,00
b. Bertambah f{berkurang) Fp. 00.,338,602.273,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.1.583.359.587.4320,00

2. Belanja Daerah
a. Sernula Rp. 1.495.176.479.725,00
b Bertambah/(berkurang) Bp.  288.118.677.693,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
Ep.1.781295157.418,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan pemnblayaan
1) Semula Rp. 74.218.957592,00
2] Bertambah/{berkurang Rp. 133.908.043.488,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 203.127.001.080,00

b. Pengeluaran pembiayaan
1} Semula Rp. £3.063.463.024,00
2) Bertambah/{berkurang) Rp.  (52.872,031932 00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 10.191.431.092,00
Jumlah pembiayaan netic setelah perubahan
Rp.  197.335.569.988,00
Sisa Lehih Pembiayasn Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00




Pasal 3

Anggaran pendepatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dar.
a, Pendapaton asli daerah

1) Bermula Rp. 392.863124550,00
2 Bertambah/{berkurang) Rp.  45.,082.109.4909 00

Jumlah penrapatan asli daerah serelah perubahan
Rp. 437.047.234.049,00

b, Pendapatan transfer
1] Semula Rp.1.075.945.748.065,00

% Bertambah/{berkurang) Bp. 46.787.894.016,()0

Jumlah pendapatan transfsr setelah perubahan
Rp.1.122.733.642.081,00

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah,
1) Semula Rp. 15.210.112.542,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.468.598.758,00
Jumiah lain-lain pendapatan daerah yang sah
seielaly perubahan Rp.  22.678.711.300,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pesal 3
huruf a bersumber dari :
a Pgjak daerah;

1) Semula Rp. 157.130000.000,00
) Bertarnbah f(berkurang] Rp. 33,370.000.000,0U

Jumlah pajak daerash setelah perubahan
Rp. 190.700000000,00
k. Rettribusi daerah;
1} SBemula Rp. 76455438.215,00
2 Bertambah //(berkurang) Rp. %0.000.000,00
Jumlah retribtis: dacrah sctelah perubahan
Bp. 72.545.438.215,00
¢ Hasil pengelolaan kekayaan deerah yang dif pisahkan;

1) Semula Rp. 15000.000.000.00

2) Bertambah f(berkurang) RD. 0,00

Jumlah hasil pengelolann kekayaan daerah yang

di pisehkan setelah perubahan Rp. 15.000,000,0040,00
d. Lain-lain pendapaian asli dacrah yang sah;

1) Sernyla Rp. 141,279.686335,00

2) Berlambah/{berkurang) Ep. 11.422.1{9.499,00

Jumlah Lain-lain pendapatan ash daerah yang =ah

Setelah perubahan Rp. 152.701.795,834,00

Pasal 5

Pendapatan transfzr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurafb, bersumber dari:
a. Pendaparan transfer pemerintah pusat;

Iy Semula Rp. 969.29324700000

2 Bertambah/{berkurang) Rp. 46.787.894.016,00

Jumilah pendapatan transfsr Pemerintah Pusat

Setelah perubahan Rp. 1.016081.141.016,00




i

b Pendapatan transler untar daerah.

1} Sermula Rp. 106652.501.065,D0

2) Bertambah/{berkurang] Ep. 0,00

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah

Perubahan Hp., 106.652.501.063,00
Pasal &

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ bersumber dari :
8. Pendapatan hibah

1) Semla Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)] Ep 0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan

Rp. 0,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,60
2 Bertambah/{berkurang! R 0,00
Jumlah dana darural selelah perubahan

Rp. 0,00

¢ Lain-lain pendapalzn sesual dengan ketentulan peraturan
perundang -undangan;
1} Semula Rp. 15.210.112.542,00
2) Bertambah/therkurang) Bp.  7.468.588.758,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesual dengan ketentuan
peraturan perundarng-undangan setelah perubahan
Rp. 22.678.711.300,00

Pasal 7

Angegaran Belanja Daergh scbapaimana dimaksud dalany Pasal 2,
terdiri atas :
a Belanja operasi;
1] Semula Rp. 1.159.021.517.111,00
2] Bertambah/(berkurang) Rp. 43.179,121.19:1,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan
Rp. 1.202.200.638.305,00

b Belanja modal;
1] Semnuia Rp. 282.1534962614,00
2} Bertambah/(berkurang) Rp. 290.939556499,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp. ©573.094519.113,00

c. Belanja tidak terduge;
1] Semula Rp. 54.000.000000 00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.  [-48.000.000,000,00)
Jumlsh belanja tidak terduga setelah
Perubahan Rp, 5.000.00Q000,00




d. Belanjs transfer.

1} Sernula Rp. G, 00
2} Bertambah/{berkurang) Ep. 3,00
Jumlah belanja transfer setciah perubahan
Rp. G,Q0
Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebugaimana dimaksud dalam Pasal
7 hurufl a terdiri atas :
a. Belanja pegawal,
1} Semula Rp. 672.811.975.281,00
2) Bertambahj{herkurang) Rp. {10.987.394.178,00]
Jumlah belanja pegawal setelah perubahan
Rp. 661.824581.103,00

b. Belanja barang dan jasa;
1) SBemuia Rp. 418227.618.509,00
2 Bertambah/({berkurang) Bp. 27.424.8367.127 00
Jumlah belanje barang dn jasa sctelah perubahan
Rp 445.652.485.636,00

¢. Belanjn bunga,
1] Semula Rp. 23164642634,00
2] Bertambah/{berkurang] Rp. [165796,213,00)
Jumlah helanja bunga setelah perubahan
Ep. 22998 £46.421,00

d. Belanja hibah;
1} Semula Rp. 44169480.687.,00
2) Bertambah/{berkurang} Rp. 26 30€.,844.458,00
Jumilah belanija hibah setelah perubshan
Fp. T7T1.076.323.145,00
¢, Belanja bantuan sosial
1} Semuia Rp. #47.800.000,00
Z) Bertambah/(berkurang) Rp. 600.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Hp. 648.400.000,00

Pasy] @

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalem Pasal 7
huruf b terdiri atas :
a. Belanja modal tanah.

1] Semula Rp. 26549258507,00

2 Bertambah/(berkurang) Rp. |3.787 555025,00|

Jumlah belanja modal seiclah perubahan

Rp. 2276170348200

b. Belanja modal perglaten dan mesin.

1] Semula Rp. 64240.826.222,00

2} Bertambah/{{berkurang) Rp. 26465,645.07500

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin sctelah

Perubahan Rp. 90.706471297.00
c. Belanja modal gedung dan bangunan.
I} Semula Rp. 59.082.960.086,00

2| Bertambah/{berkurang) Rp. 93.346.123.740,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan
setelah perubahan Rp. 152.429.083.826,00




d Belanja madal jzlan, jaringan, dan ingasi
1} Semula Rp. 125.034.629.949,00
2 Bertambah/(berkurang) Rp. 171935432777 .00
Jumlah helanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelal perubahan Ep. 296.970.262726,00

e. Belanja modal asct tetap lainnya.
1} Sermula Rp. £6.152.493.650.00

2) Bertambahf(berkurang) Ep 2.733.13%132,00
Jumlah belanja medal assel tetap lainnya setelah

Perubahan Rp. 8.885.627.782,00
f Belanja modal aset lainnya.
1) Semula Rp. 1.094594.200,00
2 Bertambah/(berlcurang) Bo. 246.775.800,00
Jumiah belanja modal aset lainnya setelah
Perubahart Rp. 1.341370000,00
Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 7 hurufe, 1erdirl atas belanja tidak terduga, vaitu:
3 Semula Rp.  34.000.000.000,00
b Bertambah f{berkurang) Rp. {48.000.000.000,00 ]

Jumluah belanja tidak terduga setelah perubshan
Rp.  6.000.000.000,00

Pasgal 11

Anggaran belanja transfer sechagaimana dimaksud delam Pasal 7
huruf d, rerdiri atas :
& Belanja bagi hasil,

1} Semula Rp. 0,00
2 Bertambahi/iberkurang) Rp 000
Jumlah belanja bagi hasil sctelah perubahan
Rp. (3,00
b. Belanja bantuan keusngan.
l] Sernula Rp. 0,00
2 Bertambah/fiberkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja hantuan keuangan setelah
Perubahan Rp. 0,00
Pasal 12

Anpggaran permbiajaan dagrah Tahun Anggaran 2022 lerdier atas :
a. Penerimaan pembiayaamn;

1j Semula Rp. 74.218.957.592,00

21 Bertambah/{berkurang) Rp: 133908.013.488 00

Jumlah penerimaan pembhayaan setelah

Perubahan Rp. 208.127.001.080,00

1 . Pengeluaran pembiayaarn,

1} Semula Rp. 63063463.024,00

2l Bertambah/{berkurang) Rp. (52.872.031.932 00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 10191.431.092,00




Pasal 13

Anggarsn penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huraf a terdiri atas
& Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
1) Semula Rp. 74218,957.592,00
2) Bertambah /{berkurang) Bp. 1335908.043.488,00
Jumlah sisa lehih perhitungan anggaran tahun
Sebelumnya setelah perubahan Rp. 208.127001.080,00
b Pencairan dana cadangan.

1} Sermuls Rp. 0,00

2 Bertambah/{berkurang) Ep. 0,00

Jumlah penceiran dana cadangan setelah

Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkar;

1) Sermula Rp. 0,00

2) Bertambah/{berkurang) B 0.00

Jumlsh hasil penjualan kekayaan daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00
d. Perierimaan pirjaman daerah;

1) Semula Kp. 0,00

2) Bertambah/{berkurang) Rgp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00
g Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1] Semula Rp. 6,00

2 Bertambah/iberkurang) Rn 0,00

Jumntlah penerimaan Kembali pemberian pinjaman

daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Paenl 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b, terdiri atas ;
& Pembentukan dana cadangan;

1] Semula REp. 3,00

2 Bertambah/iberkurang) Rgp. 0,00

Jumlah pembentuksan dana cadangan setelah

Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan modal daerah,

1) Sernula Rp. 0,00

4 Bertambah/(berkurang) HKp. 0,60

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

Prrubahan Rp. 0,00
¢ Pembayaran cicilan pokck utang yanp jatuh tempo;

1) Semula Rp. 63.063.463.024,00

d Bertambah/(berkurang)] Rp.[5:!872031932 00}

Jumlah pembayaran cicllan pokok utang yang

Jatuh tempo setelah Perubahan Rp.10.191.431.092,00
il Pemberian pinjaman daerah;

I} Semula Rp. 0,00

2 Bertambah/{berkurang) ERp. 0,00

Jumlah pemberian pinjurnan seielah

Perubahan Rp- 0,00




Pasal 1o

{1} Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatikan terjadinya {defisit).
a. Sernula Bp. {11.155.494.568,00)
h Bertambsah/{berkurang) Rp.(L1i’36.780.075.4 20.00)
Jumlah selisih antara anggaran pendapatan
Mraerah dengan anggaran belanja daerah
setelah perubahan Rp. (197935.569.988,00)

(2) Pembiayaan netto  yang merupakan  selisih  penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
a Semula Rp. 11.155494.268,00
b Bertambah/{berkurang) Rp. 186780.073.42C,00
Jumlgh pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 197.935.569.288,00

Pasal 1

(1) Nalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerali dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melehiln  peagn
vang ditetapkan dalam Peraruran Daerah ini, yang selanjulnya
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anpgaran 2023, dengan
tata cara scsuai dengan care terlebih  dahulu  melakukan
perubahan Peraturan Wall Kota tentang Penjabaran Perubahan
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutmya
disampaikan dalem Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
meliput:
a Beneana alam, bencans non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
¢ Kerusakan sarana/prasarana yang dapal menggangpu
kegiatan pelayanan publik.

() Keperluan mendesak sebagammana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

2 Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan  dasar
masyarakat yang anggarannye belum tersedia dalam wlun
anggaran berjalan;

b, Belanja daerah yang bersifal mengikat dan belanja yang
bersifat wanh;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan: dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
mentmbulkan kerugian yang iehih besar bagi Pemerintah
Duerah dan/atany masyarakat.




Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anpggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang mcrupakan bagian tideake terpisahkan dari
Peragtiiran Daerah Kota Kendard i {erdiri dar

. Lampiran ] Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanig, dan Pembiayaan;
2. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasi fikasi
Menurat Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
3. Lampiran [  Rinckin Perubahan APBD  menurut Urusan
Pemeriniahan  Kegiatan, Kelompek, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampirsn ¥  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurnut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi.
Program, Kegatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Kehzaran;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja  Dacrah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Uruasan
Pemerintah Daerah dan  Fungsi  Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6, Lampiran VI Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Untuk
Pemenuhan SPM;

Tlammpfan VI Sinkronisasi Program pada RPJIMD dengan
Perubahan APBD:

8, Lampiran VIl Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perubahan  REPD dan
Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD;

9, Lampran X Daftar Perubahan Jumlah Pepawai Per
Golonpan dan Per Jabatan;

1. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telmh ditetapkan dengan Peraturan Deerah;
dsn

11. Lampiran XI  Daftar Pinjaman Daerah.

¥}

Pasal 18

Wali Kota Kendari menetgpkan Peraturan Wali Kota Kendan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.




Pagal 19

Peraturan Daerah ini mulal berfaku pada tangeal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinye, memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan mencmpatkannya dalam Lembaran
Daerah Kota Kerndari.

= Ditetapkan di Kendari

P. ARAF KOORDIN AS' pada tanggsl 25 - 2023
NO| INSTANS] / UNITKERJA| PARAF R AL LR
[ B perronpene | &

2 |Fo. Genp kf'
I |kaboe Hueum

" v

Diundangkan i Kendari
pada tanggal 23 - 2023

LEMBARAN DAERAH HOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR : §

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA EENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2023 : 5 ,".{fi‘fgq,z;
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